
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1381, 2018 KEMENHUB. Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation 

Safety Regulations Part 174) tentang Pelayanan 
Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical 

Meteorological Information Services). 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 95 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174  

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 174) TENTANG  

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN  

(AERONAUTICAL METEOROLOGICAL INFORMATION SERVICES) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

  

  

Menimbang   : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 290 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan, perlu diatur mengenai tata cara dan 

prosedur pelayanan informasi meteorologi penerbangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety 

Regulations Part 174) tentang Pelayanan Informasi 

Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological 

Information Services); 

 

Mengingat    : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4956); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang 

Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara 

Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);  

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 

2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 172 Peraturan Lalu Lintas Udara (Civil Aviation 

Safety Regulation Part 172) tentang Penyelenggara 

Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service 

Provider); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 

2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) 

tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi 

Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service 

Provider) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 

2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) 
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tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi 

Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service 

Provider) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1315); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) 

tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight 

Procedure Design) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 295); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 814); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 

2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

695); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93                

Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1071); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 

2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) 

tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic 

Rules) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1101); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN 

KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL 

AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 174) TENTANG 

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN 

(AERONAUTICAL METEOROLOGICAL INFORMATION 

SERVICES). 

 

Pasal 1 

Memberlakukan ketentuan Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety 

Regulations Part 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi 

Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:  

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulation Part 174) 

tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan 

(Aeronautical Meteorological Information Services) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66); 

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 

(Civil Aviation Safety Regulation Part 174) tentang 

Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan 

(Aeroanutical Meteorological Information Services) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1350); 

dan 
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c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 

(Civil Aviation Safety Regulation Part 174) tentang 

Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan 

(Aeronautical Meteorological Information Services) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1509), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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